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Abstrak— Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang menjadi salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Banyumas, salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah dengan peningkatan iklim investasi. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya, pembangunan antar daerah satu dengan yang lainnya di Kabupaten Banyumas memiliki progres yang berbeda serta dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Banyumas dalam mempromosikan daerahnya dengan tujuan untuk menarik minat investor, menaikan pendapatan daerah, dan pemerataan pembangunan. Sehingga dari fenomena ini diperlukannya instrumen untuk mendorong iklim investsi yaitu kajian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyumas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan prioritas kriteria dan alternatif dalam peningkatan iklim investasi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode Tipologi Wilayah dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mencari prioritas jenis dan bentuk insentif yang akan pada sasaran wilayah investasi Banyumas. Data diperoleh dari form kuisioner dengan 25 responden yang mendalami bidang penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap tipologi wilayah investasi akan memiliki karakteristik jenis serta bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang berbeda, sebagai strategi penanganan wilayah investasi. Kemudahan akses pelayanan merupakan prioritas utama pada wilayah maju pesat. Wilayah potensial memiliki prioritas utama yaitu bantuan keuangan, bantuan keuangan disini lebih mengarah pada bantuan kepada pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah. Bantuan penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah berkembang. Sedangkan pada wilayah terbelakang bentuk insentif yang tepat adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan disini  mengarah kepada bunga pinjaman rendah, pemberian kompensasi, dan bantuan fasilitas pelatihan usaha mikro, kecil, atau koperasi. Hal ini dikarenakan wilayah terbelakang memiliki bidang usaha dominan adalah pertanian, peternakan dan UMKM pengolahan makanan.

Kata Kunci— Analytical Hierarchy Process, Insentif, Investasi, Kemudahan Penanaman Modal, dan Tipologi Investasi

I. PENDAHULUAN
P
embangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Harker, 2000). Menurut Todaro (1995) dalam  Belascu & Horobet (2015) Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sehingga muncul berbagai upaya dilakukan oleh pemangku kepentingan guna mengingkatkan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah  salah satu bentuk dari upaya yang telah disebutkan diatas yaitu pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru di dalam daerah tersebut (Pezzey, 2015). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Dianta, 2015). Selain memiliki tujuan dalam upaya pembangunan ekonomi juga harus memiliki strategi, hal ini dikarenakan untuk memberikan arah jangka penjang terhadap pembangunan ekonomi tersebut. sehingga pembangunan ekonomi bukan hanya hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tetapi juga sebagai alat dalam menjalakan tujuan tersebut agar memiliki manfaat jangka panjang.

Strategi Pengembangan ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah lain akan memiliki jenis, karakteristik, dan cara yang berbeda (Rademaekers et al., 2012). Upaya yang dilakukan dalam pengembangan wilayah tergantung pada potensi dan kebutuhan setiap wilayah. Sehingga diperlukan kajian terhadap karakteristik yang melekat dalam suatu wilayah, hal ini berguna untuk membedakan konsep dan pengambilan keputusan yang akan diterapkan dalam pengembangan ekonomi.

Adanya perbedaan strategi pengembangan wilayah menyebabkan perbedaan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah. Perbedaan strategi  ini diterapkan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut, dengan kata lain pengembangan disetiap wilayah pastinya akan memiliki karakter tersendiri (Fauziana, Mulyaningsih, Anggraeni, M, & Rofida, 2014). Sehingga dari hal ini akan muncul wilayah dengan perkembangan ekonomi yang baik atau prospektif dan wilayah dengan perkembangan ekonomi yang kurang baik atau non-prosepktif.

Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu konsumsi, investasi, pembiayaan pemerintah, dan neraca perdagangan (Harker, 2000:10-12). Melambatnya perekonomian akibat neraca perdagangan menjadikan Investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian (Reza, Hamed, & Amaneh, 2011). Sehingga kunci dalam pengembangan perekonomian suatu daerah adalah dilihat dari iklim investasi yang masuk ke dalam daerah tersebut.

Menurut Kachu (2002:2) dan Pezzey (2015:14)  Investasi atau sering disebut penanaman modal sendiri merupakan suatu kegiatan yang membawa perubahan ekonomi yang cukup luas yaitu meningkatkan jumlah barang dan jasa, menciptakan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat daerah, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Menurut Kachu (2002:2) menyatakan bahwa kegiatan penanaman modal selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, penanaman modal juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan akan bermanfaat bagi peningkatan fiskal daerah. Sedangkan menurut Pezzey (2015:14) berpendapat konsep dasar  penanaman modal adalah diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat, untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang kondusif diantaranya ialah adanya kepastian, kestabilan dan keamanan, stabilitas makro ekonomi (inflasi, kurs, suku bunga, dll), penyediaan infrastruktur, dan setiap daerah harus menjamin kerjasama sinergis antar daerah. Sehingga kegiatan penanaman modal atau investasi sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu target pengembangan wilayah investasi di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar dalam pengembangan investasi khusunya manufaktur dan pariwisata. Selain itu data PDRB Kabuapten Banyumas tergolong tinggi yaitu > 6% selama 7 tahun berturut turut. Angka ini juga diatas rata-rata PDRB cakupan wilayah BARLINGMASCAKEB.
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Gambar 1. RDRB Kab.Banyumas Tahun 2015-2019
Sumber: Banyumas Dalam Angka, 2019
Upaya untuk mendorong perkembangan investasi Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan potensi yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukannya instrumen-instrumen yang baik agar perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi berkembang lebih pesat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu diperlukannya cara atau upaya yang dapat meningkatkan iklim investasi Kabupaten Banyumas. 
II. kajian literatur
A. Penanaman Modal atau Investasi

Pengembangan kegiatan penanaman modal dibangun dalam perspektif pengembangan daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah pada bidang ekonomi untuk mecapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan (Pakdeenurit, Member, & Rattanawong, 2017). Sedangkan Ustinovichius et al. (2017) berpendapat daya saing daerah adalah kempuan suatu daerah dalam dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi. Sehingga pengembangan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi menyatakan bahwa pengembangan kawasan investasi di bedakan berdasarkan sektor seperti  industri, pariwisata, permukiman, pertambangan dan penggalian, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan. Selain itu penentuan lokasi pengembangan kawasan investasi didasarkan  potensi dan masalah yang terdapat di wilayah tersebut yang disertai dengan tijauan kebijakan terkait. Sehingga dalam pengembangan kawasan investasi diperlukan strategi yang berbeda, dikarekan sektor yang dikembangkan untuk investasi dalam satu wilayah berbeda.

B. Tipologi Wilayah Investasi

Pada sasaran wilayah pemberian  insentif dan kemudahan penanaman modal akan dikelompokan berdasarkan indikator tertentu. Untuk mengetahui wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan menggunakan metode tipologi kawasan. Tipologi memiliki arti studi atau analisis yang mengelompokan sesuatu pada kategori-kategori yang telah ditentukan (Lq et al., 2018). Dapat pula berarti karakteristik tertentu atau merujuk pada kelompok tertentu.

Indikator ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana (Lay, 2003). Jadi berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketidakmerataan itu terbagi atas, Fisik yaitu Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian. Ekonomi yaitu Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan dan Sosial yaitu jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan. 

Beberapa faktor utama penyebab terjadinya disparitas antar wilayah sebagai berikut (Tambunan, 2011):

· Perbedaan demografis

· Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

· Alokasi investasi

· Ketersediaan infrastruktur

· Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah 

· Perbedaan SDA antar wilayah

· Pola perdagangan antar wilayah

Tipologi wilayah investasi digolongkan menjadi 4 yaitu wilayah maju pesat, wilayah potensial, wilayahberkembang dan wilayah terbelakang. Masing-masing klasifikasi wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan variabel yang akan dinilai. Sehingga terdapat perbedaan strategi dalam penanganan di masing-masing klasifikasi.

C. Kajian Pemberian Jenis dan Bentuk Insenti serta

Kemudahan Penanaman Modal

Salah satu startegi pengembangan kawasan investasi khusunya untuk kawasan non prospektif atau dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi investasi baru (Thomas, 2007). Pemberian insenif memiliki tujuan untuk menarik investasi baru atau mempertahankan fasilitas yang ada di wilayah tersebut (IMF, 2015). Perspektif terkait insentif ini dipandang sebagai dorongan dari pihak yang berkuasa yaitu pemerintah untuk memajukan suatu wilayah (Ślusarczyk, 2018).

Tinjauan terhadap Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 lebih tepatnya dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3), dimana pada ayat tersebut memuat 4 bentuk insentif dan 5 bentuk kemudahan penanaman modal. Bentuk insentif maupun kemudahan yang di muat dalam Perda ini kurang variatif. Berikut merupakan detail dari bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal pada Perda No. 2 Tahun 2013:

Pasal 23
(2)  Bentuk Insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Antara Lain:
a. Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Pajak Daerah;

b. Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Retribusi Daerah;

c. Pemberian dana simultan; dan/ atau
d. Pemberian Bantuan Modal
(3) Bentuk Kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Antara Lain:
a. Data Informasi Peluang Penanaman Modal;
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
c. Penyediaan Lahan dan Lokasi;
d. Pemberian Bantuan Teknis; dan/ atau
e. Percepatan proses perizinan secara paralel
Pada peraturan diatas juga belum adanya muatan yang membahas mengenai jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. Selain itu juga apabila ditelaah Kabupaten Banyumas belum mempunyai Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang secara khusus membahas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Sehinggadari fenomena dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat kegiatan investasi adalah belum adanya kebijakan terkait insentif.
III. metode penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan jenis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai langkah peningkatan iklim invetasi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode Tipologi Wilayah Investasi dan Analisis Hirarki Proses. Kedua metode tersebut akan dikomparasi menjadi satu, sehingga menghasilkan karakteristik strategi atau penanganan yang tepat pada masing-masing wilayah investasi.

A. Tipologi Wilayah

Pada metode Tipologi Wilayah Investasi dilakukan dengan alat bantu analisis berupa Arcgis dan dilakukan dengan cara weighted overlay pada masing-masing variabel yang telah ditentukan.  Sebelum melakukan pembobotan terhadap variabel tersebut harus dilakukan beberapa tahapan, yaitu:
1. Identifikasi karakteristik fisik wilayah

Tabel 1. Klasifikasi Fisik Wilayah
	Rawan Bencana
	Klasifikasi
	Skor

	
	Sangat Tinggi
	5

	
	Tinggi
	4

	
	Sedang
	3

	
	Rendah
	2

	Tata Guna Lahan
	Klasifikasi
	Skor

	
	Sangat Sesuai
	5

	
	Sesuai
	4

	
	Sedang
	3

	
	Rendah
	2

	Kemiringan Lereng
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-8%
	5

	
	8-15%
	4

	
	15-25%
	3

	
	25- <40%
	2

	
	<40%
	1

	Hidrogeologi
	Klasifikasi
	Skor

	
	akuifer produktif dengan penyebaran luas
	5

	
	akuifer produktif penyebaran sedang
	4

	
	Akuifer produktif kecil dan setempat
	3

	
	daerah air langka
	2


Sumber: (Taufiqurrahman, et al, 2015) dengan modifikasi
2. Identifikasi potensi pendukung kegiatan investasi

Tabel 2. Klasifikasi Potensi Pendukung Kegiatan Investasi
	Jaringan Jalan
	Klasifikasi (m)
	Skor

	
	0-500
	5

	
	500-1000
	4

	
	1000-1500
	3

	
	1500-2000
	2

	Pasar/ Pusat Perbelanjaan
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-1000
	5

	
	1000-3000
	4

	
	3000-5000
	3

	
	>5000
	2

	Stasiun
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-200
	5

	
	200-400
	4

	
	400-1000
	3

	
	>1000
	2

	Terminal
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-200
	5

	
	200-400
	4

	
	400-1000
	3

	
	>1000
	2

	Wisata
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-1000
	5

	
	1000-3000
	4

	
	3000-5000
	3

	
	>5000
	2

	Pertambangan
	Klasifikasi
	Skor

	
	0-400
	5

	
	400-1000
	4

	
	1000-2000
	3

	
	>2000
	2


Sumber: (Nugraha, Y., et al, 2014) dengan modifikasi
3. Identifikasi aktivitas penanaman modal

Tahapan ini dilakukan dengan cara melihat sebaran aktivitas investasi pada setiap kecamatan di Kab. Banyumas. Selain iu juga dilihat dari jumlah realisasi berdasarkan cetak bidang investasi yang masuk. Berikut merupakan peta sebaran dan realisasi investasi Kab. Banyumas:
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Gambar 2. Peta Sebaran Kegiatan Investasi Kab. Banyumas 

Sumber Analisis Peneliti, 2020

Tabel 3. 
Realisasai dan Cetak Bidang Investasi
	No.
	Kecamatan
	Cetak Bidang Dominan
	Realisasi Investasi

(Juta)

	1.
	Lumbir
	Pertanian dan Peternakan
	3,485.10

	2.
	Wangon
	Pertanian, Peternakan, dan Pertambangan
	109,611.50

	3.
	Jatilawang
	Pertanian dan Peternakan
	3,542.30

	4.
	Rawalo
	Pertanian dan Peternakan
	2,286.60

	5.
	Kebasen
	Perdagangan dan Reparasi
	4,975.00

	6.
	Kemranjen
	Perdagangan dan Reparasi
	1,800.00

	7.
	Sumpiuh
	Perdagangan dan Reparasi
	2,650.00

	8.
	Tambak
	Industri Pengolahan Makanan
	1,387.50

	9.
	Somogede
	Pertanian dan Peternakan
	124,857.10

	10.
	Kalibagor
	Industri Pengolahan Makanan
	32,204.62

	11.
	Banyumas
	Perdagangan dan Jasa
	14,012.30

	12.
	Patikraja
	Perdagangan dan Jasa
	43,180.00

	13.
	Purwojati
	Perdagangan dan Jasa
	2,750.00

	14.
	Ajibarang
	Perdagangan dan Jasa
	2,035.00

	15.
	Gumelar
	Pertanian dan Peternakan
	1,031.07

	16.
	Pekuncen
	Pertanian dan Peternakan
	1,102.45

	17.
	Cilongok
	Industri
	11,415.00

	18.
	Karanglewas
	Perdagangan dan Jasa
	36,124.00

	19.
	Kedungbanteng
	Perdagangan dan Jasa
	8,560.80

	20.
	Baturraden
	Perdagangan dan Jasa
	84,527.00

	21.
	Kembaran
	Perdagangan dan Jasa
	58,582.50

	22.
	Sokaraja
	Perdagangan dan Jasa
	118,677.30

	23.
	Sumbang
	Perdagangan dan Jasa
	28,364.29

	24.
	Purwokerto Utara
	Perdagangan dan Jasa
	13,100.30

	25.
	Purwokerto Selatan
	Perdagangan dan Jasa
	309,917.75

	26.
	Purwokerto Barat
	Perdagangan dan Jasa
	106,581.40

	27.
	Purwokerto Timur
	Perdagangan dan Jasa
	377,487.99


Sumber: DPMPTSP Banyumas
B. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Menurut Saaty (1993) dalam Sasongko, Astuti, & Maharani (2017) AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan maslah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki.  Metode ini digunakan untuk menganalisis referensi pilihan bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan menjadi tujuan penelitian ini. Berikut merupakan tahapan dalam AHP:
Tabel 4. 
Tahapan dalam AHP
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Berikut merupakan hararki penelitian ini:

Tabel 5. 
Hirarki AHP
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Sumber Analisis Peneliti, 2020

IV. Hasil dan pembahasan
A. Tipologi Wilayah

Penentuan tipologi wilayah invetasi Kabupaten Banyumas diperoleh dari hasil perbandingan alokasi investasi dan karakteristik fisik wilayah yang menjadi parameter utama. Pada analisis tipologi invetasi ini akan menghasilkan 4 klasifikasi wilayah berdasarkan jumlah skoring yang telah diberikan sebelumnya. Berikut merupakan tabel diagram klasifikasi wilayah investasi Kabupaten Banyumas:
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Tabel 6. 
Tipologi Wilayah
	Sangat

Tinggi
	
	
	Wilayah Berkembang
	Wilayah Maju Pesat
	Wilayah Maju Pesat
	Wilayah Maju Pesat

	Rendah      Alokasi Investasi
	
	
	Wilayah Berkembang
	Wilayah Potensial
	Wilayah Potensial
	Wilayah Maju Pesat

	
	
	
	Wilayah Terbelakang
	Wilayah Terbelakang
	Wilayah Potensial
	Wilayah Potensial

	
	
	
	Wilayah Terbelakang
	Wilayah Terbelakang
	Wilayah Berkembang
	Wilayah Berkembang

	
	
	
	

	
	
	
	Rendah
	Karakteristik Fisik Wilayah
	Sangat

Tinggi


Berdasarkan hasil olahan data kewilayahan klasifikasi wilayah maju pesat adalah wilayah dengan nilai parameter karakteristik fisik wilayah, potensi wilayah dan aktivitas penanaman modal yang sangat tinggi. Hal ini selaras dengan pendapat Pakdeenurit et al (2017) yang menyatakan bahwa wilayah maju merupakan wilayah dengan didukung oleh kelengkapan sarana-prasarana, kondisi geografi yang mendukung, pendapatan wilayah yang tinggi dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah maju merupakan wilayah dengan segala kelengkapan dari berbagai aspek mulai dari fisik sampai kebijakan pemerintah.

Menurut pendapat Chander (2012) wilayah potensial merupakan wilayah dengan ciri potensi yang tinggi dan dikatakan wilayah ini sebagai wilayah penghasil. Berdasarkan hasil penelitian wilayah potensial adalah wilayah dengan nilai parameter potensi dan karakteristik fisik yang tinggi sedangkan nilai aktivitas penanaman modal yang masuk cenderung rendah. Sehingga hasil penelitian dan pendapat Chander hampir selaras yaitu  wilayah potensial merupakan wilayah dengan karakteristik potensi yang melimpah.

 Wilayah berkembang tapi tertekan menurut hasil pengolahan data adalah wilayah dengan nilai parameter aktivitas penanaman modal yang tinggi sedangkan karakteristik fisik dan potensi yang cenderung rendah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Chander (2012) yang menyatakan bahwa wilayah berkembang merupakan wilayah dengan pendapat daerah yang tinggi karena jumlah investasi yang masuk tinggi, akan tetapi wilayah tersebut terhambat oleh keterbatasan pelayanan infrastruktur. Sehingga wilayah berkembang merupakan wilayah dengan jumlah alokasi investasi tinggi tetapi terhambat oleh pelayanan infrastruktur.

Menurut Pakdeenurit et al (2017), European Comission (2017), Chander (2012) yang berpendapat bahwa wilayah terbelakang adalah wilayah dengan perekonomian yang rendah, sumberdaya yang tertinggal, kelengkapan infrastruktur yang belum memadai, kemampuan keuangan daerah yang rendah, dan aksesibilitas yang sulit. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan wilayah terbelakang adalah wilayah yang memiliki nilai alokasi investasi yang rendah, karakterfisik yang kurang mendukung, dan potensi wilayah yang rendah. Sehingga wilayah terbelakang adalah wilayah yang dipandang kekurangan dari segala aspek.
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Gambar 3. Peta Tipologi Wilayah Investasi 

Sumber Analisis Peneliti, 2020

B. Kajian Pemberian jenis dan bentuk Insentif dan Kemudahan Penanam modal

Kajian ini dilakukan dari hasil olahan data menggunakan alat analisis Analitycal Hierarchy Process berdasarkan tipologi wilayah yang telah di analisis sebelumnya.berikut merupakan hasil penelitian ini:

1. Wilayah Maju Pesat
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Gambar 4. Peta Tipologi Wilayah Maju Pesat

Sumber Analisis Peneliti, 2020
Wilayah maju pesat merupakan wilayah dengan nilai parameter fisik dan nilai alokasi investasi yang masuk sangat tinggi. Terlihat pada peta tipologi wilayah dibawah ini sebaran wilayah maju pesat untuk kegiatan investasi Kabupaten Banyumas adalah berasa di Perkotaan Perwokerto, sebagaian Kecamatan Cilongok, dan Kecamatan Baturaden. Wilayah ini memiliki karakteristik perdagangan dan jasa serta industry dalam pengembangan wilayahnya.
Tabel 7. 
Prioritas Kriteria di Wilayah Maju
	Kriteria
	
	
	Prioritas Global

	Parameter Fisik
	
	
	0,136

	Alokasi Investasi
	
	
	0,304

	Pelayanan Pemerintah
	
	
	0,561

	Inconsistency
	
	
	0,07


Sumber Analisis Peneliti, 2020
Dari tabel diatas diketahui bahwa kriteria Pelayanan Pemerintah memiliki bobot 0,561  yang merupakan bobot terbesar dibandingkan dengan kriteria lain. Bobot ini nilainya cukup signifikan dibandingkan dengan kriteraia lain. Pelayanan pemerintah menjadi prioritas kriteria pada wilayah maju yang diajukan menurut expert yang dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta iklim investasi di Kabupaten Banyumas.

Tabel 8. 
Prioritas Alternatif di Wilayah Maju
	Alternatif
	
	
	Prioritas Global

	Bantuan Pengembangan Riset Dan Pelatihan
	
	
	0,136

	Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana
	
	
	0,159

	Bantuan Keuangan
	
	
	0,182

	Fasilitas Lahan atau Lokasi
	
	
	0,153

	Kemudahan Akses Pelayanan
	
	
	0,318

	Publikasi dan Promosi
	
	
	0,074

	Inconsistency
	
	
	0.07


Sumber Analisis Peneliti, 2020
Hasil olahan data yang diperoleh yang menyatakan kemudahan akses pelayanan sebagai bentuk atau cara dalam pemertaaan pembangunan dan peningkatan iklim investasi selaras dengan kajian literatur penelitian. Pada jurnal Tatiana et al (2019) yang  menyebutkan bahwa kemudahan akses perizinana kurang berpengaruh dalam peningkatan iklim investasi, tetapi dalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa parameter tersebut menjadi sangat penting bagi pengembangan wilayah andalan. Hal ini disebabkan karena aspek kemudahan akses perizinan menjadi tolak ukur utama dalam pengaturan kegiatan penanaman modal. Selain itu wilayah andalan tidak terlalu membutuhkan dorongan dari aspek penyediaan sarana dan prasarana atau bantuan pemasaran. Sehingga hal yang paling diperlukan dalam meningkatkan iklim investasi di wilayah andalan adalah kemudahan akses perizinan.

Kemudahan akses palayanan yang dimaksudkan disini adalah lebih mengarah pada penyederhanaan dan percepatan perizinan, penyediaan data dan informasi peluang investasi, serta kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan potensi, klasifikasi wilayah maju lebih cocok menerapkan kemudahan akses pelayanan. Hal ini dikarenakan wilayah maju sudah memiliki dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang lengkap, sumberdaya yang mendukung, serta aktivitas penanaman modal yang tinggi.  

2. Wilayah Potensial

Berdasarkan hasil analisis tipologi wilayah investasi Kabupaten Banyumas, wilayah potensial merupakan wilayah dengan nilai parameter fisik tinggi namun nilai alokasi investasi yang cenderung rendah. Menurut hasil pengolahan peta wilayah potensial berada di Kecamatan Cilogok bagian utara dan selatan, Kecamatan Baturaden bagian utara, dan Kecamatan Sumbang.
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Gambar 5. Peta Tipologi Wilayah Potensial
Sumber Analisis Peneliti, 2020
Dari tabel dibawah diketahui bahwa kriteria alokasi investasi memiliki bobot 0,662  yang merupakan bobot terbesar dibandingkan dengan kriteria lain. Bobot ini nilainya cukup signifikan dibandingkan dengan kriteraia lain. Hal ini berarti alokasi investasi menjadi prioritas jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dipilih oleh pemberi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan pemerataan pembangunan di wilayah potensial.

Tabel 9. 
Prioritas Kriteria di Wilayah Potensial
	Kriteria
	
	
	Prioritas Global

	Parameter Fisik
	
	
	0,137

	Alokasi Investasi
	
	
	0,662

	Pelayanan Pemerintah
	
	
	0,201

	Inconsistency
	
	
	0,06


Sumber Analisis Peneliti, 2020
Berdasarkan nilai prioritas global yang diperlihatkan tabel di bawah ini untuk alternatif bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal di wilayah potensial adalah bantuan keuangan dengan nilai eigen vector 0,222. Hal ini berarti dari pengambilan keputusan oleh pemberi kebijakan dan penerima kebiakan telah sepakat memilih alternatif bantuan keuangan sebagai cara dalam peningkatan iklim investasi dan pemerataan pembangunan di klasifikasi wilayah potensial.

Berdasarkan tinjauan kebijakan tehadap variasi bentuk insentif dan kemudahan bantuan keuangan yang dimaksudkan adalah mengarah kepada pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah. Selain didasarkan pada tinjauan kebijakan, pertimbangan lain yang dapat  menjadi  acuan adalah potensi wilayah dan dominasi bidang usaha. Wilayah potensial memiliki bidang usaha dominan yaitu pengolahan sumberdaya alam (pariwisata) dan industri. Sehingga bentuk insentif dan kemudahan yang tepat di wilayah ini adalah pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah.

Tabel 10. Prioritas Alternatif di Wilayah Potensial
	Alternatif
	Prioritas Global

	Bantuan Pengembangan Riset Dan Pelatihan
	0,114

	Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana
	0,167

	Bantuan Keuangan
	0,222

	Fasilitas Lahan atau Lokasi
	0,209

	Kemudahan Akses Pelayanan
	0,179

	Publikasi dan Promosi

Inconsistency
	0,107

0,07


Sumber Analisis Peneliti, 2020
3.  Wilayah Berkembang

Berdasarkan hasil analisis tipologi wilayah investasi, wilayah berkembang tapi tertekan adalah wilayah dengan nilai parameter fisik rendah tetapi nilai alokasi investasi yang tingggi. Berdasarkan peta yang telah dihasilkan sebaran wilayah berkembang ini berada di Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecmatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somogede, bagian utara Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Tambak.
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Gambar 6. Peta Tipologi Wilayah  Berkembang

Sumber Analisis Peneliti, 2020
Tabel dibawah ini  bahwa kriteria Parameter fisik memiliki bobot tertinggi yaitu 0,497. Perbedaan bobot kriteria tertinggi dengan kriteria yang lainnya memiliki perbedaan yang cukup signifikasn. Parameter fisik menjadi prioritas kriteris yang dinilai oleh pemberi kebijakan di wilayah berkembang dalam pemilihan jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Banyumas.

Tabel 11.
Prioritas Kriteria di Wilayah Berkembang
	Kriteria
	
	
	Prioritas Global

	Parameter Fisik
	
	
	0,497

	Alokasi Investasi
	
	
	0,326

	Pelayanan Pemerintah
	
	
	0,176

	Inconsistency
	
	
	0,05


Sumber Analisis Peneliti, 2020
Tabel 12.
Prioritas Alternatif di Wilayah Berkembang
	Alternatif
	Prioritas Global

	Bantuan Pengembangan Riset Dan Pelatihan
	0,090

	Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana
	0,212

	Bantuan Keuangan
	0,207

	Fasilitas Lahan atau Lokasi
	0,194

	Kemudahan Akses Pelayanan
	0,188

	Publikasi dan Promosi
	0,107

	
	

	Inconsistency
	0,08


Sumber Analisis Peneliti, 2020
4.  Wilayah Terbelakang

Berdasarkan hasil analisis wilayah terbelakang merupakan wilayah dengan nilai parameter fisik dan nilai alokasi investasi sangat rendah. Wilayah terbelakang tersebar di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Purwojati, bagian timur laut Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumpiuh, dan bagian utara Kecamatan Tambak.
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Gambar 4. Peta Tipologi Wilayah Terbelakang

Sumber Analisis Peneliti, 2020
Menurut data tebel di bawah diketahui bahwa kriteria alokasi investasi memiliki bobot 0,749  yang merupakan bobot terbesar dibandingkan dengan kriteria lain. Bobot ini nilainya cukup signifikan dibandingkan dengan kriteraia lain. Alokasi investasi menjadi prioritas kriteria pilihan jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal pada wilayah terbelakang yang diajukan oleh para expert. Nilai inkonsistensi data diatas adalah 0,04 yang menandakan jawaban para expert dianggap konsisten karena derajat inkonsistensinya lebih rendah dari 10%.

Tabel 13.
Prioritas Kriteria di Wilayah Terbelakang

	Kriteria
	
	
	Prioritas Global

	Parameter Fisik
	
	
	0,130

	Alokasi Investasi
	
	
	0,749

	Pelayanan Pemerintah
	
	
	0,115



	Inconsistency
	
	
	0,04


Sumber Analisis Peneliti, 2020
Berdasarkan tabel di bawah memperlihatkan bahwa jawaban yang diberikan oleh para expert untuk wilayah terbelakang adalah bantuan keuangan dengan nilai eigen vector 0,209. Nilai inkonsistensi global wilayah terbelakang adalah 0,07, hal ini menandakan jawaban yang diberikan oleh para expert adalah konsisten.

Tabel 14.
Prioritas Alternatif di Wilayah Terbelakang

	Alternatif
	Pioritas Global

	Bantuan Pengembangan Riset Dan Pelatihan
	0,103

	Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana
	0,164

	Bantuan Keuangan
	0,209

	Fasilitas Lahan atau Lokasi
	0,204

	Kemudahan Akses Pelayanan
	0,173

	Publikasi dan Promosi
	0,109

	
	

	Inconsistency
	0,07

	Sumber Analisis Peneliti, 2020
	


V. KESIMPULAN dan rekomendasi
Penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan, berikut adalah paparannya:

1.  Jenis insentif pada penelitian ini adalah usaha atau kegiatan investasi yang didasarkan pada spesifikasi wilayah. Terdapat 4 klasifikasi wilayah investasi yaitu maju, poetnsial, berkembang dan terbelakang. 

2.  Bentuk insentif dan kemudahan yang tepat diterapkan di wilayah maju adalah kemudahan akses pelayanan. Kemudahan akses palayanan yang dimaksudkan disini adalah lebih mengarah pada penyederhanaan dan percepatan perizinan, penyediaan data dan informasi peluang investasi, serta kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Bentuk insentif dan kemudahan yang tepat diterapkan di wilayah potensial adalah bantuan keuangan. Berdasarkan tinjauan kebijakan tehadap variasi bentuk insentif dan kemudahan bantuan keuangan yang dimaksudkan adalah mengarah kepada pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah. Wilayah potensial memiliki bidang usaha dominan yaitu pengolahan sumberdaya alam (pariwisata) dan industri. Sehingga bentuk insentif dan kemudahan yang tepat di wilayah ini adalah pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah.
4.  Bantuan penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masuk akan menghambat pelayanan sarana dan prasarana yang telah ada.
5.  Bantuan keuangan merupakan bentuk bentuk insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah terbelakang. Bantuan Keuangan disini berbeda dengan wilayah potensial. Pada wilayah terbelakang mengarah kepada bunga pinjaman rendah, pemberian kompensasi, dan bantuan fasilitas pelatihan usaha mikro, kecil, atau koperasi. Hal ini dikarenakan wilayah terbelakang memiliki bidang usaha dominan adalah pertanian, peternakan dan UMKM pengolahan makanan. Sehingga bentuk insentif dan kemudahan yang tepat di wilayah ini adalah mengarah pada bantuan pelatihan skill dan bantuan pinjaman.
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal Kabupaten Banyumas adalah usaha yang didasarkan pada spesifikasi lokasi. Maka penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang berguna untuk analisis AHP tentang Kajian Pemberian Jenis dan Bentuk Insentif Pada Sasaran Wilayah Investasi pada suatu wilayah di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dihasilkan:

1.  Kepada peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut pada pengelompokan jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal karena dimungkinkan adanya perubahan kebijakan terkait insentif dan kemudahan penanaman modal di masa yang akan datang.

2.  Jurnal yang mengkaji penggabuangan analisis pengembangan wilayah dan analisis insentif dan kemudahan penanaman modal masih sangat sedikit jumlahnya. Sehingga masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut terkait topik pembahasan ini.

3.  Kepada peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan fenomena PDRB Kabupaten Banyumas sudah dikatakan tinggi. Apakah masih perlu PMA masuk dalam kegiatan investasi, sedangkan tanpa modal asing kegiatan investasi Banyumas masih bisa berjalan. Apabila masih memerlukan PMA , dalam bentuk apa dan bagaimana?

4.  Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan wilayah dengan perkembangan rendah, hal ini dikarenakan untuk tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan iklim investasi. Pemerintah daerah dapat merealisasikan hal tersebut dengan membuat kebijakan pemberian insentif dan memperbanyak bentuk dan jenis insentif yang diwarkan. Sehingga minat investor dalam mendirikan usaha meningkat.
5.  Kepada pemberi kebijakan terutama Pemerintah Daerah yang turun langsung mengurusi masalah investasi dan kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal, dalam hal pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan lambatnya proses perizinan, yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan penanaman modal. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam hal proses perizinan.

6.  Pemberian jenis dan bentuk insentif serta kemudahan penanaman modal masih minim, hal ini memperngaruhi minat investor. Sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan untuk meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan pemberian insenrif dan kemudahan agar tujuan yang direncanakan dapat terealisasi.
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